
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR  44  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 41 TAHUN 

2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat 

menerima bantuan keuangan yang bersifat khusus dari 

Daerah Provinsi yang peruntukannya secara spesifik 

sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi 

bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya 

kepada penerima bantuan; 

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan 

bantuan keuangan khusus dari Pemerintah daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana tertuang dalam surat Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 

903/20.330/201.2/ 2021 Perihal Pagu Anggaran 

Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 

Kabupaten/Kota Pada Perubahan APBD Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2021 dan surat Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 29 Oktober 2021 

Nomor 903/6752/101.1/ 2021 Perihal Pagu Anggaran 

Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 

Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2021; 
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c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 huruf C 

Kebijakan Penyusunan APBD dijelaskan, pedapatan 

daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat 

khusus yang diterima setelah Peraturan Daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan 

bersifat khusus dimaksud dengan melakukan 

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 

dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau 

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2021; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

525); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754); 

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 888); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 4). 

   
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 41 

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 

41), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar                                           

Rp. 2.103.416.256.307,00, (Dua Triliun Seratus Tiga 

Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima 

Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) bertambah 

sebesar Rp. 23.312.853.717,00 (Dua Puluh Tiga Miliar 

Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh 

Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah) sehingga 

menjadi Rp. 2.126.729.110.024,00, (Dua Triliun Seratus 

Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan 

Juta Seratus Sepuluh Ribu Dua Puluh Empat Rupiah) 

dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp 1.642.465.826.324,00  

b. Bertambah Rp 23.276.783.067,00  

 Jumlah Pendapatan Daerah setelah 

perubahan 

 

Rp 1.665.742.609.391,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp 2.103.416.256.307,00  

b. Bertambah Rp 23.312.853.717,00  

 Jumlah Belanja Daerah setelah 

perubahan 

 

Rp2.126.729.110.024,00 

3 Pembiayaan Daerah  

 Penerimaan Pembiayaan  

 1) Semula Rp 460.986.500.633,00  

 2) Bertambah Rp 0,00  

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah 

perubahan 

 

Rp 460.986.500.633,00 

 Jumlah Pembiayaan Neto setelah 

perubahan 

 

Rp 460.986.500.633,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 

perubahan 

 

Rp 0,00 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 29 November 2021 

BUPATI SITUBONDO, 

 

  ttd. 

 

KARNA SUSWANDI 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 29 November 2021 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

                   ttd. 

 

SYAIFULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 44 


